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PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR {0 TAI{UN 2011

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BUTON

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,

bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah
Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Buton, maka dipandang perlu menetapkan
kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olah Raga Kabupaten Buton;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah Raga Kabupaten

Buton;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-dacrah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74
Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Nepara Republik indonesia Nomeor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahunl974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Untlang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintal Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pcraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5233);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor
3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan. dan Pemberhentian Pegawar Negeri Sipil
(Lewnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerimah, Pemcrintahan  Dacrah Provinst  dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Ncgara Republik ladoaesia Tahun 2007 Namor 89.
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5133);

. Peraturan Menter; Dalam Negeri Nomor 57 Tabun 2007 (entang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menter: Dalam Negen Nomor 57 Tabun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Dacrah;

Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentung Tata Naskah
Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor | Tshun 2011 teatang tirusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton
sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Dacrab Kabupten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Dacrah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH
RAGA KABUPATEN BUTON.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1|

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

i. Daerah adalah Kabupaten Buton.
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(1)
(2)

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan  Perangkat Dacrah  sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan olel: Pemerintah Dacrah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Ncgara Republik [ndonesia Tahun 1945.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan  kepentingan masyarakal sclempat sesual
Peraturan Perundang-undangan.

Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnyva disingkat APBD adalah APBD
Kabupaten Buton.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala  Daerah  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat dacrah. sckretariat DPRD, dinas dacrah.
lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, yang selanjutnya discbut Dinas adalah Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton.

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton.
. Sekrctariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton.
. Sekretaris adalah Sckretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton.

. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Buton.

. Scksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton.,
. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olab Raga Kabupaten

Buton.

.Kepola Scksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan. Pemuoda dan Olah Raga

Kabupaten Buton.

. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah

Raga Kabupaten Buton.

. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sclanjutnya disingkat UPTD adalab UPTD dilingkungan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton.

BAB |t
KEDUNUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2
Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Dacerah.

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dacrah melalui Sekretaris Daerah. h



Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan di bidang

Pendidikan, Pemuda dar Olah Raga.

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga:

b. pemberian perizinan dan pefaksanaan pelayanan dibidang Pendidikan. Pemuda dan Ofah
Raga;

¢. pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungstonal;

d. pengeloiaan urusan kesekretariatan;

e. penandatangan surat/naskah dinas scsval tugas dan kewenangannya: dan

{* pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dacrah sesuai dengan tugas pokak dan
fungsinya.

BAB I
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Qrganisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas terdin atas:
2. Kepala Dinas;
b. Sckretariat;
¢. Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar:

d.  Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)Y dan Sckolah Moencgah Kejuran
(SMK);,

¢. Bidang Penyusunan Rencana dan Program:

f.  Bidang Pemuda, Olah Raga, dan Pendidikan Luar Sekolah {(Dikius):
g. UPTD;dan

h.  Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sel_vagaimana dumaksud pada ayat (1) huruf b. dipimpin olch scorang Sckretaris
yang berada dibawah dan bertanggunp jawab kepada Kepala Dinas.

(3) B_id.ang. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf ¢, hurut d, hurui ¢, dan hurut f,
dxplmpm_oleh seorang Kepala Bidang vang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.
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Bagian Kecdua

Sekretariat
Pasal ¢

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugss Dinas dalam memberikan pelayanan
administrasi dan ketatausahaan kepada semua satuan kerja di lingkungan Dinas yang meliputi
urusan umum, perlengkapan, keuangan. kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, humas dan
protokol. serta urusan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan
lungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program tahunan dinas:

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran;

(o]

pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol:

d. pelaksanaan urusan umum dan surat menyurat;

¢. pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, perumusan rancangan peraturan dan
produk hukum dacrah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. serta pelaksanaan urusan
pendidikan dan pelatihan; dan

{. pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 8

(1) Sekretariat terdiri atas.
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan:
b, Sub Baglan Kepepawaian: dan
¢.  Sub Bagian Keuangan.

{2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Pagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sckretaris.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk
tcknis, melaksanakan urusan umum, rumah tangga, humas dan protokol. surat menyurat dan
arsip, mengelola perfengkapan, ketatalaksanaan, merumuskan rancangan peraturan dan
produk hukum, serta mengkoordinasikan perumusan program kerja dinas.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk  teknis,
melaksanakan uwrusan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran,
serta menyusun laporan.

(3) Sub_Baglan Kepcgawaian mempunyvai tugas menviapkan bahan pedoman dan petunjuk
tekn1§, melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, serta wrusan
pendidikan dan pelatihan.
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Bagian Kctiga
Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar

Pasal 10

Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar mempunyai tugas mclaksanakan sebagian
wgas Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang Pendidikan Pra Sekolah dan
Pendidikan dasar yang mefiputi penyelenggaraan kurikulum dan pembelajaran Taman Kanak-
Kanak (1K), Sckolah Dasar (SD), Sckolah Dasar Luar Biasa (SDLB). dan Sckolah Menengah
Pertama (SMP).

Pasal 11}

Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalarn pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kurikulum dan pembelajaran Taman Kanak-
Kanak (TK). Sekolah Dasar(SD). Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Sckolah
Menengah Pertama(SMP), serta kesetaraan Paket A dan Paket B

b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan kurikulum dan pembelajaran Taman
Kanak-Kanak (TK}, Sckolah Dasar (SD), Sckolah Dasar Luar Biasa (SDL13), dan Sckolah
Menengah Pertama (SMP), serta kesetaraan Paket A dan Paket B;

¢. pelaksanaan pengelofaan sarana dan prasarana Pendidilan Pra Sekolah dan Pendidikan
Dasar;

d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, cvaluasi  dan  pelaporan  atas
penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar, serta kesclaraan Paket A

dan Paket B;
¢. penandatanganan surai/naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenanganny a: dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 12

(1) Bidang Pendidikan Pra Sckolah dan Pendidikan Dasar terdiri atas:
a. Seksi Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar (SD):
b. Scksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP?); dan
¢. Scksi Sarana/Prasarana Pendidikan Pra Sekolab dan Pendidikan Dasar,

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh scorang Kepala Scksi yang herada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan
Pendidikan Dasar.

Pasal 13

(1) Seksi Pendidikan Pra Sckélah dan Sekolah Dasar mempunyai tugas mengumpulkan bahan
pcdoman petunjuk teknis, melaksanakan kegiatan  penyelenggaraan  kurikulum  dan
pembelajaran pendidikan pada TK, SD, SDLB. dan kesctaraan Paket A. pengolahan data,
serta evaluasi dan pelaporan.

(2) Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman
petunjuk teknis, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kurikuium dan pembelajaran
pendidikan pada Sckolah Menengah Pertama dan Kesetaraan Paket B3, serta pengolahan data,
evaluasi dan pelaporan. ’
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(31 Seksi sarana/Prasarana Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar miempunyar tugas
menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan rencana

kebutuhan penyediaan sarana/prasarana  dan  mengkoordinasikan  jumlah kebutuhan
sarana/prasarana pendididkan SD,SDLB dan SMP, kesetaraun Puket A dan Paket B. sera

mengolah data, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kcempat
Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)
dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Pasal 14

Bidang Pendidikan SMA dan SMK mempunyai tugas mnclaksanakan scbagian tugas Divas
dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang Pendidikan yang meliputi penyelenggaraan
kurikulum dan pembelajaran SMA dan SMK.

Pasal 15

Bidang Pendidikan SMA dan SMK dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kurikulum dan pembelajaran SMA dan SMK.

serta Kesetaraan Paket C;

b. pengkoordinasian penyefenggaraan kurikulum dan pembelajaran SMA dan SMK, scrta
kesetaraan Paket C;

c. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK, scita kesetaraan
Paket C;

d. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data, serta evaluasi dan pelaporan:

a.

e. penandatangan surat/naskah dinas sesual dengan tugas dan kewenangannya; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 16

(1) Bidang Pendidikan SMA dan SMK terdiri atas.
a. Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA);
b. Seksi Sekolah Menegah Kejurvan (SMK); dan
c. Seksi Sarana/Prasarana Pendidikan SMA dan SMK.

{2) Seks se})ag‘aimzma dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh scorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan SMA dan SMK.

Pasal 17

(1} Sekst Sckf_ata.h Menengah Atas (SMA) mempuayal wgas mengumpulkan baban pedoman
dan petunjuk teknis, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kurikulum pendidikan dan
kesctaraan Paket C pada Sckolah Menengah Atas (SMA). pengolahan data. serta evaluasi
dan pelaporan,



(2) Scksi Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman
dan petunjuk teknis, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kurikulum pendidikan dan

kesetaraan Paket C pada Sekolah Mencngah Kejuruan (SMK). pengolahan data. scria
evaluasi dan pelaporan.

(3) Scksi Sarana/Prasarang Pendidikan SMA dan SMK mempunyai tugas meayiapkan bahan
pedoman dan petunjuk tekn's, melaksanakan penyusunan - rencana penyedidan
sarana/prasarana. mengkoordinasikan jumlah kebutuhan sarana/prasarana pendidikan SMA
dan SMK, keserataan Paket C, serta pengolahan data. evaluasi dan pelaporan

Bagian Kelima

Bidang Penyusunan Renrcana dan Program
Pasal 18

Ridang Penyusunan Rencana dan Program mempunyai lugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, mengumpulkan baban dan petunjuk teknis. dan

@ mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program dalam rangka peayelenggaraan
pendidikan, pemuda dan olah raga.

Pasal 19

Bidang Penyusunan Rencana dan Program dalam melaksanakn tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana dan  program
penyelenggaraan pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;

b. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana dan program kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan, pemuda dan olah raga;

pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan, serta penyajian data sceara kescluruhan:

C.
d. pelaksunaan monitoring dan evaluasi. serta penyusunan laporan:
@ ¢. penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya; dan
. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengun tngas pokoh dan

fungsinya.
Pasal 26

(1) Bidang Penyusunan Rencana dan Program terdiri atas:
a. Scksi Perencanaan dan Penyusunan Program:
b. Seksi Penyusunan dan Pengumpulan Data; dan
¢. Scksi Monitoring dan Evaluasi.

(2) Sgksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh scorang Kepala Scksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penvusunan Rencana dan Program.




Pasal 21

(13 Seksi Perencanaan dan Ponyusunan Program  mempunyai tuges mengumpulkan baban
pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan penyusupan rencana dan program kerja
Dinas, mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menyajikan data program yang telah
direncanakan dibidang pendidikan. pemuda dan olah raga.

(21 Seksi Penyusunan dan Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman
dan petunjuk tekais, menyusun dan meangumpulkan data usulan dart masing masing
kecamatan dan atau bidang-bidang untuk sclanjutnya disusun dalam bentuk data base
program yang dipergunakan dalam berbagai keperluan dan bahan dalam pengambilan

keputusan dag pesyusunan laporan.

(3) Seksi Monitoring dan Evalvasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan
petunjuk teknis, menyusun rencana dan program keria, melaksanakan monitoring dan

evaluasi, serta menyusun laporan.

Bagian Kecnam

Bidang Olah Raga, Pemuda, dan Peadidikan Luar Sekolah

Pasal 22

Bidang Olah Raga, Pemuda, dan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melaksanakan
sehagian tugas Dinas dalam merumuskan kebijakan tcknis dibidang clah raga, pembinaan
generasi muda, dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat/pendidikan fuar sekolah. serta

mclaksanakan evaluasi dan pelaporan.
Pasal 23

Bidang Olah Raga, Pemuda. dan Pendidikan Luar Sekoluh dalam melaksankan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan fungss:

2. perumusan kebijakan teknis dibidang olah  raga, pembinaan  pencrast muda, dan
penyelenggaraan pendidikan masyarakat:

b. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan kurikulum pendidikan masyarakat
termasuk penyiapan sarana dan prasarana serta tenaga teknis pendidikan masyarakat:

c. pelaksanaan pembinaan generasi muda dan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana
penunjang pembinaan generasi muda;

d. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga, serta penviapan kebutuhan
sarana dan prasarana penunjang pembinaan olah raga baik dilingkungan pendidikan sekolah
maupun dimasyarakat;

penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dun kewenangannya; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas scsuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 24

(1) Bidang Olah Raga, Pemuda, dan Pendidikan Luar Sckolah terdiri atas:
a.  Seksi Olah Raga;
b. Seksi Pembinaan Generasi Muda; dan

¢.  Scksi Pendidikan Luar Sekolah.
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(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dipimpin olch scorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Oluh Raga. Pemuda. dan Pendidikan

Luar Sckolah.
Pasal 25

(1) Seksi Olah Raga mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis,
melaksanakan pembinaan olah raga, mengkoordinasikan pengadaan dan pengelolaan sarana
dan prasarana olah raga maupun tenaga teknis Pembina olah raga.

(2) Scksi Pombineen Generasi Muda mempunyad tugas mengumpulkan bahan pedoman
petunjuk teknis, menyusun mengembangkan kurikulum pembinaan generasi muda dan
melakukan pembinaan dan pengelolaan kebutuhan sarana dan prasarana maupun tcnagi
teknis pembinaan generasi muda.

(3) Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan
petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan kurikulum pendidikan masyacakat/pendidikan
luar sekolah dan melakukan pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana serta tenaga
teknis pelaksana kegiatan pendidikan masyarakat.

§ Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

I"asal 26

(1) Dilingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kcbutuhan dan besarnya beban
kerja.

(2) UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana tcknis operasional
Dinas.

(3) Pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

(4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 27

(1) Dilingkungan Dinas dapat dibentuk Kclompok Jabatan Fungsional sesuar  kebutuhan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) lf;clompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas meclaksanakan sebagian tugas Pemerintah
Daerah dalam bidang pendidikan, pemuda dan olah raga sesual dengan kcahlian dan
kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

) Kglompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga (ungsional vang diatus daa
ditetapkan berdasarkan Peraturan Pcrundang-undangan yang berlaku.

4) Kc]ompok Jabatan Fungsional dikoordinir olch scorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk, dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan
Perandang-undangan yang berlakv.

(6) icms dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
erlaku. S
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BAB 1V
TATA KERJA

Pasai 23

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi dilingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja Dinas sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.
Pasal 29

(1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan  bila  terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah vang diperlukan scsuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuli petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan berkala pada waktunya.

{4) Sctiap laporan yang diterima oleh pimpinan dart bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk menyusun Japoran lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada alasan, tembusan laporan wajib
disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyal
hubungan kerja.

(6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisuasi dibantu olch pitnpinan satuan
organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-
masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pacal 3

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan
Dinas mendclegasikan kewenangan-kewcnangan tertentu kepada pejabat dibawahnya scsuai
dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian. Kepala Seksi. dan Kepala UPTD
serta Pejabat Fungsional dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleli Kepala Dacrah
sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

-

BAB V!
PEMBIAYAAN

Pasa} 32

{1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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(2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan Peraturan

Perundang—-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

TiJenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian pada Dinas diatur sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

e gk

BAB Vit
PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah yang
bertentangan dan atau tidak sesuai dzngan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lagi.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
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'Diundangkan di Pasarwajo

pada tanggal A3.Mased. 2.011.....

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR .A10Q....




